BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL 172 1 A2

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

NOMOR : 00/1456164 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Lofla] 2]

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |:| Pembetulan Ke |:| Pembatalan TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN
2o 24

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

Al NPWP : 774618110801000 A5 NAMA JABATAN : Eselon Il A

A.2 NIP/NRP : 196806102005012002

A3 NAMA © REPELITA KALLO, S.TP. A6 JENIS KELAMIN . |:| LAKI - LAKI PEREMPUAN
A7 NIK © 7371115006680001

A4 PANGKAT/  :Pembina/IV/a A8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

GOLONGAN |TK /0 |

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)

KODE OBJEK PAJAK: | |  21-100-01 | | 2110002
PENGHASILAN BRUTO
1. | GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA 68.882.800
2. | TUNJANGAN ISTRI 0
3. | TUNJANGAN ANAK 0
4. | TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 0
5. | TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 17.640.000
6. | TUNJANGAN BERAS 1.013.880
7. | TUNJANGAN LAIN-LAIN : 1.312
8. | PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI 88.033.542
9. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8) 175.571.534
PENGURANG
10.| BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 6.000.000
11.| IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT 3.271.933
12.| ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA 0
13.| JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12) 9.271.933
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14.| JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 -13) 166.299.601
15. | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK 0
16.| JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN ) 166.299.601
17.| PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 54.000.000
18.| PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 112.299.000
19.| PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 10.844.850
20.| PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI 0
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK
21.| PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU 0
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK
22.| PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21) 10.844.850
23| PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR 10.844.850
23a. PPh PASAL 21 DI POTONG 0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 10.844.850
24.| PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 0
24a. PPh PASAL 21 DI POTONG 0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 0
C. PEGAWAI TERSEBUT C.Ol|:| DIPINDAHKAN C.02 |:| PINDAHAN C.03 |:| BARU C.04 |:| PENSIUN
D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 000259978814000
D.2 Nama Instansi Pemerintah : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT
D.3 ID Sub Unit Organisasi : 500957
D.4 Tanggal 2|3|1|dd|1|2|mm|2|0|2|4|yyyy
D.5 NAMA PENANDATANGAN * MUH. NUR
D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya

tandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah

D.1.1.32.49
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA . BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : RADEN DWI TEGUH WIJANARKO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 633352
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/120 m2 di KOTA MAKASSAR
, WARISAN Rp. 380.000.000
2.  Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KENDARI, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 61.500.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
54.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BY8A/T125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

7.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 482.000.000
. HUTANG Rp. 140.240.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 341.760.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUH. NUR
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 500733
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 204.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 989 m2/70 m2 di KAB / KOTA
JENEPONTO, WARISAN Rp. 19.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 989 m2/70 m2 di KAB / KOTA
JENEPONTO, WARISAN Rp. 185.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 400.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 15.000.000

Sub Total Rp. 225.440.000

. HUTANG Rp. 295.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -69.760.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CHICILIA IRIANI RAYO
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 893938
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 454.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/19 m2 di KAB / KOTA
MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 252.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/14 m2 di KAB / KOTA MAMUJU,
HASIL SENDIRI Rp. 202.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 2SV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA B401RA-GMZFJ(CALYA 1.2 G MIT)/MINIBUS
Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.670.823

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 608.870.823

. HUTANG Rp. 340.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 268.870.823
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



